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BUPAT! KEPULAUAN ARU,

A, bahwa dalam rangkas  pelayanan pmﬁiﬂ.ﬂlﬂl 'ﬂﬁ
mencerdaskan Eﬂﬂuﬁmﬂnnghiu&hmlwxﬁﬂﬂpﬂlﬂﬁ#ﬂ
‘penyelenggarnan dan pengendalinn muty pendidikan untuk
pemeratann skses pendidikan di Kabupaten Kepulauan Aru;

b, bahwa untuk melsksanakan ketentuan dalam Pasal 1#-'-‘
ayal (2) Bab XHI Peraturan Pemeriniab Nomor 66 ‘I'Ehﬂﬂ
2010 tentong Ixin Pendinan, Perubshan dan Penetapan
Sanuan Pendidilan:

¢, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimann dimakstd
dalam huruf a dan horu! b, perlu menetapkan: anutuaﬂn
Bupati teniang lzin Pendirian Sckolah Dasar HR.[EI‘EH
MARAFENFEN Kecamaotnn Aru Selatan H-fﬂhl.lﬂﬂﬁn
Kepulaunn Aro;

Mengingal » 1. Puasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tuhun 1945

2. Undang Undang Nomor 20 Tehun 2003 wntung Sistem
Pendidikan Nasions]l [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomaor 40  Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Seram Haglan Timur, Kabupaten
Sermm Bagian Barat dan  Kabupaten Kepulsuan Arg di
Provinal Malukua [Lembaran Negama Republik Indonesia
Tehun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor 43350);

4. Undang-Undang Nomor 12  Tabun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomoer 12 Tahun 2011 tentang




Menetapkan

KESATU

1,

tiuhali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
teatang Periabahan Ats Peraturn Pemerintah Notior 19
Tahun 2005 tentang  Standar  Nesional _Fen '
(lembaran Negara Republike Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tumbahun Lembaran Negarm Republik Indonesin Nomor
H496); .
Peraturan Pemerintah Namor 39 Tabun 1992 wentang Peran
serls Masyarakat dolam Pendidiknn Nasional |Lembaran
Negars  Republik Indonesia  Tahun 1902 Nomor 64,
Tambahan lembaran Negarn Republik Indaresia Namor
3435}

Feraturan Pemerintal Nomor 17 Tahun 2010 tentang:
Pengelolann  dan Petwwelenggaraan  Pendidikan (Lembaran
Negim  Republie  donesis Tahun 2000 Nomor ¥13,
Tambahan Lembaran Negare Republik Indonesia Nomor
Siafl:

Pemturan Pemorintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan  dan Penyelenggnman Pendidlcan|Lembarsn
Negaru Repullik Indonesin Tahun 20710
Womorl 12, Tembahsn Lembaran Nepara Republik Indomesia
Nomoar 5157):

MEMUTUSKAN -

KEPUTUSAN BUPAT! TENTANG IZIN PENDIRIAN SEROLAH
DASAR  KRISTEN MARAFENFEN KECAMATAN ARD
SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN ARL,

Menetapkan  lzsin  Pendidan Sekolah  Dasar KRISTEN
MARAFENFEN  Kecamatan Aru Selatan  Kabupaten
Kepulavan A, sebagaimann tereantum dalam  lampiran
vang merupskan  bagian vang tak (erpisashkan  dar
Keputusan ini;



JOMAN GONGA
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BUPATT HEP‘L}I}HUP:H ARU, =

Menimbang @ & bahwa dalam  Tangka  pelayunan pendidikan  dan
mmteﬂmhnhhHanMmhpiwﬁudmm
penyelenggarasn dan pengendalian mutu pendidikan untuk
Pﬂmﬂmtﬂanalmtn]:mndxﬁknndi Eﬂhuputm R:pxﬂnumﬂm

b. babws untuk melnksanakan ketentuan dalam Pasal 182
n}fat [2) Peratiiran Pemerintab Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubaban Atas Peratuman Pemerintah,. Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaon dan Penyelenggaman
Pendidikan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Nomor
H0.3.5/412 Tahun 2023 tentang lzin Pendirian Sekolah
Dasar KRISTEN MARAFENFEN Kecamatan Aru . Selatan
Kﬂhupdlnl] Kepulauan Aru;

©. bahwa berdasarkan pertimbangun sehagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huraf b, perlu menetapkan Keputisan
Bupati tentang lzin Operusional Sekolah Dasar KRISTEN
MARAFENFEN Kecamatan Aru Selatan Kabupaien
Kepulauan Aru;

Mengingat - L. Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negars Republik
Indonesia Tahun 1945;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2003 tentatip Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Nepara Republik indonesia
Tabun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Repubbk Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang
Pemibentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten
Seram Hagian Raral dan Kabupaten Kepulauan Arg di
P'rm'mm Maluku (Lembaran Negara KRepubhk Indonesin
Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Megara
Eepublik Indonesia Nomor 4350);




et |
>

Undang H-:;mm- 23 Tu.hun EGH l:ﬂn!ﬁl:lg ?cmﬂihuha,n
Daerah (Lembaran Negira Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, 'I‘nmhuhnn Lembaran Negara Republik Tndonesia
Nomor 5679);

Fernturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2005 teritang

Standar Nasional Pendidikan{Lembaran Negarn  Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Rrpuhlik Indonesia Nomar 5105}, sehagaimana telah

dibah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013

terntang Perubahan Atas Peralumn Pemerintah Nomor 19

Tabun 2005 tentang Standar Nasignsl F&nﬂiﬂ.{knn

[Lembéran Negara Republik Indoncesia Tahun 2013 Nomar

71, Tamhahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

A496); |

Pemturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran

serta Masyarakat dalam  Pendidikan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesin Tahun 1992 Nomar 69,

Tambahan lembaran Negarm Republik Indonesia  Nomor

3435);

Peraturan Pemerintalh Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolain dan Penyelenpggaraan Penflidikan  (Lembatan
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 ‘Nomor 112,
Tambahan Lembaran NWegara Republik Indonesia Nomor
a157);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan  dan  Penyelenpparsaan  Pendidikan|Lembaran
Negarn Republik Indonesia Tahun 2010
Nomorll2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);




KEEMPAT

Rl iy Hoabil At ENSlgErinyn. XD |
dibebankan  pada Anggaran ‘I'ruﬂnplhﬂ dlu:i Hﬂﬁ@l
Daerah (APBD) Kabupaten Kepuliuan Arn Tahun Anggaran
2022 '

Keputugan ini mulai berlaku  pads tanpeal ditetaplkan,
dengan ketentuan apahbils di kermudian  had  tecdepat
kekeliruan akan dilakokan  perbaikan’  sebagaimann
mestnya.

Ditetapkarn di Dobo
pads tanggal || AEML 1023

LHUFN['I KEPULAUAN ARLI,

(.

JOHAN GONUA




